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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya lah, kami bisa menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024 Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dengan tepat waktu sesuai dengan rencana. 

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan untuk memenuhi Undang-undang nomor 23 

tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Tujuan 

dari penyusunan LKPJ ini adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja 

berbagai program dan kegiatan pada tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan 

dalam hal ini merupakan bahan dasar dari LKPJ Walikota Semarang yang akan disampaikan 

dihadapan DPRD Kota Semarang. 

Kami menyadari apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 belum dapat 

memenuhi harapan semua pihak, meski demikian kami akan terus bekerja keras 

merealisasikan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, 

dukungan, masukan maupun kritikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami 

butuhkan agar ke depan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi 

dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kami bisa 

tepat sasaran dan berjalan dengan baik. 

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir 

Tahun Anggaran 2024 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini kami susun, 

semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 Semarang, 21 Februari 2025 
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang 
 

 

 

 
 

dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes. 

 



 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Jalan Prof. Soedarto Nomor 70, Sumurboto, Banyumanik 50269 
Telepon (024) 7640225, Posel dinasp3a.kotasemarang@gmail.com 

 
 

SURAT PERSETUJUAN 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 

WALI KOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 

 

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

NAMA    : dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes. 

NIP    : 197110202002121006 

PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tingkat I/IVb 

JABATAN   : Plt. Kepala Dinas 

 

Telah membaca, menyetujui serta bersedia bertanggung jawab atas isi dan data 

dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir 

Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan bidang tugas Perangkat Daerah kami. 

 

 Semarang, 21 Februari 2025 
 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang 
 
 
 
 
 

dr. NOEGROHO EDY RIJANTO, M.Kes. 
Pembina Tk. I 

NIP. 197110202002121006 
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URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

diarahkan pada (1) Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam 

proses pembangunan; (2) Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan 

masyarakat; dan (3) Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan. 

Adapun Program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut: 

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa; 

Program ini diarahkan untuk fasilitasi penerapan sistem informasi untuk 

Kelurahan di Kota Semarang dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa. 

Kegiatan ini diarahkan untuk fasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi 

perkembangan kelurahan di Kota Semarang. Adapun sub kegiatan 

sebagai berikut: 

 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; 

 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan. 

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat; 

Program ini diarahkan pada cakupan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan di Kota Semarang dengan kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini diarahkan untuk fasilitasi peningkatan kapasitas bagi 

lembaga kemsyarakatan kelurahan. Adapun sub kegiatan sebagai 

berikut: 

 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; 
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 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat; 

 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna; 

 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

1. REALISASI KEUANGAN 

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 

2024 sebesar: 

(NAMA OPD) ANGGARAN (Rp) 
REALISASI 

ANGGARAN (Rp) 
PERSENTASE (%) 

DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

2.785.897.285 2.632.558.806 94.50% 

JUMLAH 2.785.897.285 2.632.558.806 94.50% 

Capaian realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah 94.50% atau Rp 
2.632.558.806,- dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2.785.897.285,-. 

 

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: 

 

Kode 
Rekening 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  Anggaran  
Realisasi Anggaran 

Rp % 

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA     2.785.897.285  2.632.558.806 94,50% 

04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 
                

729.977.134  
                 

704.930.950  
96,57% 

2.01 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

                
729.977.134  

                 
704.930.950  

96,57% 

0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 
                  

85.402.700  
                   

78.643.500  
92,09% 

0018 
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba 
Desa dan Kelurahan 

                
644.574.434  

                 
626.287.450  

97,16% 

05 
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 

             
2.055.920.151  

             
1.927.627.856  

93,76% 

2.01 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

             
2.055.920.151  

             
1.927.627.856  

93,76% 
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Kode 
Rekening 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  Anggaran  
Realisasi Anggaran 

Rp % 

0002 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

                
345.985.560  

306.195.100 88,50% 

0003 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

                
100.667.580  

97.561.751 96,91% 

0006 
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

                
130.390.520  

                 
122.847.160  

94,21% 

0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
             

1.478.876.491  
1.401.023.845 94,74% 

  2.785.897.285 2.632.558.806 94,50% 

 

2. HASIL YANG DICAPAI 

Capaian pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai 

berikut: 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2024 REALISASI 

TAHUN 2023 TARGET REALISASI % 

1 Persentase Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) Aktif 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tabel di atas, di tahun 2024 capaian indikator kinerja Persentase Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif 

tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS. 

Hal ini sama dengan capaian di tahun 2023 sebesar 100%. 

1) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2024 REALISASI 

2023 TARGET REALISASI % 

Persentase Kelurahan yang Menerapkan Sistem 

Informasi 
100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 

sejumlah 100%. Pada tahun 2023, indikator kinerja program sama dengan 

tahun 2023. 
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Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu : 

a. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Pelatihan Penyusunan Profil Desa Kelurahan  dan Evaluasi 

Perkembangan Desa Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 

2024 di Hotel Muria Semarang diikuti 400 peserta; 

 Bintek Penyusunan Prodeskel dan Pengisian Aplikasi Epdeskel 

dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 di Ruang Lokakrida Lantai 

8 Gedung Moch. Ikhsan diikuti 370 peserta; 

 Monev Penyusunan Prodeskel dan Pengisian Aplikasi Epdeskel 

dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 di Aula Balaikota 

Semarang diikuti 370 peserta. 

b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

 Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Semarang 

dilaksanakan pada tanggal 13 Maret s.d. 23 April 2024 di 6 Kelurahan 

di antaranya Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik, 

Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, Kelurahan 

Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Pekunden Kecamatan 

Semarang Tengah, Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, 

Kelurahan Tlogosari Wetan Kecamatan Pedurungan; 

 Lomba Kampung Hebat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni s.d. 31 Juli 

2024 di 24 kampung se Kota Semarang; 

 Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Kelurahan 

Pudakpayung Kecamatan Banyumanik; 

 Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Nasional 

dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 di Ditjen Bina Pemdes 

Kementrian Dalam Negeri diikuti 24 kelurahan se Indonesia. 
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2) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

INDIKATOR KINERJA 
TAHUN 2024 REALISASI 

2023 TARGET REALISASI % 

Cakupan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

100% 100% 100 100% 

 

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 

sejumlah 100%. Pada tahun 2024, indikator kinerja program sama dengan 

tahun 2023. 

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu: 

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Kongres Sungai Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 

2024 di Politeknik PU Semarang di ikuti oleh Ketua LPMK Kelurahan 

dan Kecamatan se Kota Semarang beserta Pengurus 

LPMK Kota Semarang. 

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

 Pembinaan KPSPAMS dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Juni 2024 di 

96 kelurahan se Kota Semarang; 

 Workshop KPSPAMS dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di 

Aula Kecamatan Banyumanik diikuti 96 kelurahan se Kota Semarang. 

c. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

(TTG) dengan kegiatan sebagai berikut: 

 Fasilitasi Lomba TTG Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 

tanggal 26 s.d. 28 Maret 2024 di DP3A Kota Semarang diikuti 10 

peserta; 

 Pemeteaan Potensi TTG dilaksanakan pada Bulan Maret s.d. Mei 2024 

dengan peserta warga masyarakat; 
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 Gelar TTG Nusantara dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2024 

di Nusa Tenggara Barat (NTB) diikuti OPD terkait se Indonesia, 

perwakilan inventor TTG dan Posyantek se Indonesia. 

d. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

 TMMD Sengkuyung Tahap I dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 

s.d. 20 Maret 2024 di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen 

diikuti oleh OPD, Masyarakat, TNI, Polri, PDAM, PMI, GOW, PKK, DWP 

di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

 TMMD Sengkuyung Tahap II dilaksanakan pada tanggal 8 Mei s.d. 6 

Juni 2024 di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari diikuti 

oleh OPD, Masyarakat, TNI, Polri, PDAM, PMI, GOW, PKK, DWP di 

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

 TMMD Sengkuyung Tahap III dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s.d. 22 

Agustus 2024 di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang diikuti 

oleh OPD, Masyarakat, TNI, Polri, PDAM, PMI, GOW, PKK, DWP di 

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 

 TMMD Sengkuyung Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 31 

Oktober 2024 di Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati diikuti 

oleh OPD, Masyarakat, TNI, Polri, PDAM, PMI, GOW, PKK, DWP di 

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

 

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

1. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan. 

2. Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT 

1. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan; 

2. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

1. Kota Semarang berhasil mendapatkan Juara I dalam Lomba Kelurahan 

Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa 

Tengah; 



 

       Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang  

       Akhir Tahun Anggaran 2024 

   

 

 
 

  

 

 

  

 

 

7 
Bab 3 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempudan dan Perlindungan Anak 

2. Kota Semarang berhasil mendapatkan Juara III dalam Lomba Kelurahan 

Berprestasi Tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia. 

 

F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 

No. Kebijakan Strategis Dasar Hukum 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 Penetapan Juara Lomba Kelurahan 
Tingkat Kota Semarang 

Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 77 
Tahun 2023 

Menentukan status dan 
menilai tingkat keberhasilan 
penyelenggaraan, 
pembangunan, pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat di 
wilayah Kelurahan 

2 Penetapan Pemenang Pemilihan 
Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan 
Terpadu Tingkat Kota Semarang 
Tahun 2024 

Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 41 
Tahun 2024 

Meneingkatkan pelayanan 
kesehatan dan sosial bagi 
masyarakat serta untuk 
menilai tingkat keberhasilan 
Pos Pelayanan Terpadu di Kota 
Semarang 

3 Penetapan Lokasi Pelaksanaan 
Kegiatan Tentara Nasional Indonesia 
Manunggal Membangun Desa Di 
Kota Semarang Tahun 2024 

Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 77 
Tahun 2023 

Meningkatkan kesejahteraan 
dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di Kota Semarang 
melalui konsep bergerak 
bersama 

4 Penetapan Pemenang Lomba Hasil 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja 
Kelompok Pengelola Sistem 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Kota Semarang Tahun 2024 

Keputusan Wali Kota 
Semarang Nomor 
050/719 Tahun 2020 

Menilai tingkat keberhasilan 
pengelolaan sarana air minum 
dan sanitasi yang 
dilaksanakan oleh Kelompok 
Pengelola Sistem Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi 
(KPSPAMS) di Kota Semarang 

 

G. REKOMENDASI DPRD 

No. Rekomendasi DPRD pada LKPJ 
Akhir Tahun Anggaran 2023 

Tindak Lanjut 
Tujuan/Masalah Yang 

Diselesaikan 

1 NIHIL NIHIL NIHIL 

 
 
 

 Mengetahui dan menyetujui, 
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK KOTA SEMARANG 
 
 
 
 
 

(dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.) 
Pembina Tk. I 

NIP. 19711020 200212 1 006 
 

 



                            

FORMAT B 

 

VISUALISASI DATA HASIL - HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Bintek Penyusunan Prodeskel dan Pengisian Aplikasi Epdeskel / 

Pelatihan Penyusunan Profil Desa Kelurahan  dan Evaluasi Perkembangan Desa Kelurahan 

 

22 Oktober 2024 di Ruang Lokakrida Lantai 8 Gedung Moch. Ikhsan 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Pelatihan Penyusunan Profil Desa Kelurahan  dan Evaluasi 

Perkembangan Desa Kelurahan / Pelatihan Penyusunan Profil Desa Kelurahan  dan Evaluasi 

Perkembangan Desa Kelurahan 

 

31 Januari 2024 di Hotel Muria Semarang 

 

 

 



 

 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah / Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

 

20 Juni 2024 di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Nasional / 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 

 

19 September 2024 di Ditjen Bina Pemdes Kementrian Dalam Negeri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Pembinaan KPSPAMS / Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

 

Mei s.d. Juni 2024 di 96 kelurahan se Kota Semarang 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : Workshop KPSPAMS / Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 

 

27 Agustus 2024 di Aula Kecamatan Banyumanik diikuti 96 kelurahan se Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : TMMD Sengkuyung Tahap I / Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

 

20 Februari s.d. 20 Maret 2024 di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : TMMD Sengkuyung Tahap II / Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

 

8 Mei s.d. 6 Juni 2024 di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : TMMD Sengkuyung Tahap III / Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

 

24 Juli s.d. 22 Agustus 2024 di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang 

 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN : TMMD Sengkuyung Tahap IV / Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

 

2 s.d. 31 Oktober 2024 di Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati 

 

 Mengetahui dan menyetujui, 
PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK KOTA SEMARANG 

 
 
 
 
 

(dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.) 
Pembina Tk. I 

NIP. 19711020 200212 1 006 
 



                   FORMAT C 

 

PENYELENGGARAAN  

TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2024 

(Bersumber dana APBN) 

 

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan yang memuat : 

1. Dasar Hukum       : NIHIL 

DIPA Nomor …………………………………………………... NIHIL 

2. Instansi Pemberi Tugas     : …………………………. NIHIL 

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan : …………..…………….. NIHIL 

4. Program        : ……………………….... NIHIL 

Kegiatan       : ……………………….... NIHIL 

Sub Kegiatan       : …………………………. NIHIL 

5. Anggaran      : Rp.…………………….. NIHIL 

6. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  : NIHIL 

…..diuraikan hasil pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan…. 

7. Hambatan/ Permasalahan     : ………………………… NIHIL 

8. Solusi / Rencana Tindak Lanjut    : ………………………… NIHIL 

 

Masing - masing tugas dirinci sesuai format dibawah ini : 

 

Tabel 1. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

KET. 
NAMA 

PROGRAM,KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 

URAIAN LOKASI JUMLAH DANA 
SUMBER 

DANA 

 
 
 
 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2. 

NO 

PENYELENGGARAAN TUGAS TUGAS YANG DIPERBANTUKAN 

KET. 
NAMA PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 

URAIAN LOKASI 
JUMLAH 

DANA 

SUMBER 

DANA 

 
 
 
 

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 
 
 
 
 
 Mengetahui dan menyetujui, 

PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK KOTA SEMARANG 
 
 
 
 
 

(dr. Noegroho Edy Rijanto, M.Kes.) 
Pembina Tk. I 

NIP. 19711020 200212 1 006 
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